KEPALA DESA KONDANGJAJAR
KECAMATAN CIJULANG

PERATURAN DESA KONDANGJAJAR
NOMOR 02 TAHUN 2020

TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DESA KONDANGJAJAR KECAMATAN CIJULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KONDANGJAJAR

Menimbang :a. bahwa sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program
dan kegiatan desa dalam bidang penyelenggaraan
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa,
pembinaan kemasyarakatan desa dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa
Barat;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

4, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
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tentnng Denn (Lambnran Negsrn Republile Indonesia Tahup
2000 Nomor 199, Tambahon Lembaran Hegara  Fepublil
Indonestn: Nomor 6539) sebagplmann teluh diubsh dengan
Petaturan  Pemerintnh Nomor 47 Tahun 2015 tentang,
Perubmhan ntan Peraturan Memerintahi Homaor 4% Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanann Undany Undang Nomor 6
Tahun 2014 tontang Desn  (Lembaran  Negara  Republik
Indonestn Tahun 2016 Nomor 167, Tambshan |embaran
Negnrn Republil Indonesla Nomor B,

Peraturan Prestden Nomor #7 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelalesnnnan - Undang-undang Nomomr 12 Tahun 201 ]
tentang Pernturan Perundang-undangan;

Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Pedomnn Pengelolnnn Kelinyann Desa;

Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa,

Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor #0 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produl Hulkum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam  Negerl Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolann Keuangan Desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun
2015 tentang Sumber Pendapatan Dena;

Peraturan Daerah Knbupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Bupati Pangandaran  Nomor 59 Tahun 2019
tentang  Penjabaran  Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019;
Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2018
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Desa Di Kabupaten Pangandaran;

Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Tanah Kas Desa;

Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2020;
Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 6 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-
P) Tahun 2019;

Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kondangjajar Tahun
Anggaran 2020;

Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Laporan Realisasi Anggaran APBDes Tahun Anggaran 2019;
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Dengan Persetujuan Betaama Badan Petiiigyawatatan Desa Dan Vepala Hesa
Lunitlatip)a)at

MEMUTUSKAN |

Menetapkan : PERATURAN DESA TRITANG K'Y mHANGAN itH'J'l)Af‘SAIIMAH HAK
ABAL-UBUL  DAN  KEWRNANGAN  1OKAL "BEHSKALA  1)ESA
KONDANGJAJAH KLCAMANTAN CLILLANG KAHUPATEN
PANGANDARAN

BAR 1
KITENTUAN UMUM

Pasal |
Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksiid denpan
1.

Dacrah adalah Daerah Kabupaten Patgandaran,
2,

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggarann Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Dasrah,

Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Persngkat Daersh sebagai Unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah,

Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang,
Bupati adalah Bupati Serang,

3.

o &

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah
Kabupaten Pangandaran dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten
Pangandaran

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan
di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan
Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan
yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai
dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau
mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena
perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

10.

11.

12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain

dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
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13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewnfiban Desa yang dapat diniisi Aergnt,
uang serta segala sesuatu berupa uang serta segals sesuntiy terupn usng Aaz,
barang yang berhubungan dengan pelaksatsan halk dan Yewajivan [ess

14. Aset Desa adalah Barang Milik Desa yang berasal darl Kekayasn Asif Desa, ditml
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapstsn dsn Eelania Dess #1251
perolehan hak lainnya yang sah, 4

15. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nams lzin 4h485,
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang snygtstiys ters st
wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwskilan wilayah dan ditetapear
secara demokratis.

16. Paralegal adalah orang-orang yang dilatih secars Yhusus untuk raerrilivi
kemampuan dan pengstahuan dasar dalam memberikan tebersps tindarar
hukum namun berada dibawah pendampingan seorang pengpcars (advoizd,

17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nams lzin sdalsh musyswsrsh
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintzh Desa, dan Unsur Mzsysrs)
yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Dess untuk mernyensaists
hal yang bersifat strategis.

18. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetzpkan oles
Kepala Desa setelah dibzhas dan disepakati bersama Badan Permusyzwarstan
Desa.

19. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kuzlitzs hidup dan keridupen
untuk sebesar-besarnya kesejahterazn masyarakzt Dess.

20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnyz disebut APE-Dess 245057
rencana keuangan tahunan Pemerintzhan

21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dess yang selanjutnyz disebus FPIM

enam ) Tahun
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RXP-Desz, zdzlizh
penjabaran dari RPJM-Desa untuk jangka waktu 1 ( satu ) Tzhun.

BAB II
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA

Paszl 2 !
Kewenangan berdasarkan hak asal usul Desa meliputi :
1. sistem organisasi perangkat Desa;
2. pembinzaan kelembagaan masyarakat Desz;
3. pengelolaan tanah kas Desa;
4 pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik desa yang menggunzkan sebutan
setempat;
pengelolaan tanah bengkok; dan
6. pengembangan peran masyarakat Desa.

o

BAB III
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 3
Kriteria kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
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1. kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan

masyarakat;

2. kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam
wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal Desa;

3. kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari hari
masyarakat Desa;

4. kegiatan yang telah dijalankan oleh Desa atas dasar prakarsa Desa;

5. program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan
pihak ketiga yang telah diserahkan dan dikelola oleh Desa;

6. kewenangan lokal berskala Desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten.

Pasal 4
Pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurufe, meliputi :
1 individu;
2. organisasi kemasyarakatan;
3. perguruan tinggi;
4. lembaga swadaya masyarakat;
S. lembaga donor
Pasal 5

Kewenangan lokal berskala desa meliputi bidang :
pemerintahan Desa;

pembangunan Desa;

kemasyarakatan Desa; dan

pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 6
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang Pemerintahan Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, antara lain meliputi :

penetapan dan penegasan batas Desa;
pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;

pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sector non

pertanian;

pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja,

pencari kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja;

7. pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan
pekerjaan

8. jenis pekerjaan dan status pekerjaan;

9. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;

10. penetapan organisasi pemerintah Desa;

11. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;

12. penetapan perangkat Desa;

13. penetapan Badan Usaha Milik (BUM) Desa;

14. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa;

15. penetapan Peraturan Desa;

16. penetapan kerja sama antar Desa,; ;
17. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau balai Desa;
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18. pendataan potensi Desa;
19. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
20. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan

pangan,
21. wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar blasa lainnya dalam

skala Desa;

22. pengelolaan arsip Desa;
23. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesual dengan

kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa,

Pasal 7
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang Pembangunan Desa sebapalmana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain meliputi :
1. pelayanan dasar Desa;
2. sarana dan prasarana Desa;
3. pengembangan ekonomi lokal Desa, dan
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa,

Pasal 8
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar Desa acbagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain meliputi :
1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
3. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui :
layanan gizi untuk balita;
pemeriksaan ibu hamil;
pemberian makanan tambahan;
penyuluhan kesehatan;
gerakan hidup bersih dan sehat;
penimbangan bayi; dan
gerakan sehat untuk lanjut usia.
pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
pemantauan dan pencegahan penyalah gunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini;
pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan
perpustakaan

desa; dan
8. fasilitasi dan motifasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa,

®meao o
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Pasal 9
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, antara lain meliputi :
pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
pembangunan energi baru dan terbarukan;

oo npS

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

18. pendataan potensi Deaa;
19. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Dean;
20. penetapan Desa dalam keadaan darurat aeperti kejadian bencana, konflik, rawan

angan

21, :\'nbih ’ponynkit. gangguan keamanan, dan kejadian luar blasa lainnya dalam
skala Desa;, f

22. pengelolaan arsip Desa;

23. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa,

Pasal 7
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang Pemban gunan Desa sebapgaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, antara lain meliputi
1. pelayanan dasar Desa;
2. sarana dan prasarana Desa;
3. pengembangan ekonomi lokal Desa, dan
4. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 8
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pelayanan dasar Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, antara lain meliputi ;
1. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
3. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui :
layanan gizi untuk balita;
pemeriksaan ibu hamil;
pemberian makanan tambahan;
penyuluhan kesehatan;
gerakan hidup bersih dan sehat;
penimbangan bayi; dan
gerakan sehat untuk lanjut usia.
pembmaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
pemantauan dan pencegahan penyalah gunaan narkotika dan zat adiktif di Desa,
pembinaan dan pengelolaan pendidikan analk usia dini;
pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan
perpustakaan
desa; dan
8. fasilitasi dan motifasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa.

oo o
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Pasal 9
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, antara lain meliputi :
pembangunan dan pemeliharaan kantor dan balai Desa;
pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
pembangunan energi baru dan terbarukan;

apwpnp
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6. pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah;

7. pengelolann pemakaman Desa;

8. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;

9. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;

10. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;

11. pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa;

12, pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;

13. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya
perikanan; dan

14, pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.

Pasal 10
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pengembangan ekonomi lokal Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf ¢, antara lain meliputi :

pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;

pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;

pengembangan usah mikro berbasis Desa;

pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;

pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;

pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan

pangan Desa;

penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan Desa;

8. pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian dan
perikanan secara terpadu;

9. penetapan jenis pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;

10. pengembangan benih lokal;

11. pengembangan ternak secara kolektif;

12. pembangunan dan pengelolaan energy mandiri;

13. pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik (BUM) Desa;

14. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;

15. pengelolaan padang gembala;

16. pengembangan wisata desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata
Kabupaten;

17. pengelolaan balai benih ikan milik Desa/di luar Balai Benih Ikan milik Pemerintah
Kabupaten Pangandaran;

18. pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian,
perikanan dan peternakan; dan :

19. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada

sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal.

SR e o A
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Pasal 11
Kewenangan lokal berskala Desa di bidang kemasyarakatan Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢, antara lain meliputi :
1. membina keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa
serta perlindungan masyarakat Desa;
2. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
3. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
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4 melestanhan dan mengembangkan gotang rovong masyvarakat Desa.

Pasal 12
Rewenangan okal berakala Desa di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana
dimakaud dalam Pasal & humat d, antam lain melipati »
topengembangan sant budayva lokal;
S pengaranisasian melalii pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasvarakatan:
A fasilitast kelompok- kelompok masyvarakat melalai
& RKelompok tany,
b kelompok nalayvan,
¢ Relompok seni budava; dan
d. kelompok masyarakat lain di Desa.
4 pembenian santunan sosial kepada keluarga fakir misking
a fasilitast techadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin,
Relompok masyarakat perempuan dan masyarakat difabel (cacat);
D pengorganisasian  melalui pembentukan  dan  fasilitasi  paralezal unmk
memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat misking
¢ analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersth dan sehat;
8. pengorganisasian melalul pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan
pembendayaan masyarakat;
. peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa:
- pendayagunaan teknologi tepat funa; dan
h. peningkatan kapasitas masyarakat melalai
1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
2. kelompok usaha ekonomi produkifn
3. kelompok perempuan;
4. kelompok tani;
5. kelompok masyarakat miskin;
6. kelompok nelayan;
7. kelompok pengrajin;
8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
9. kelompok pemuda;
10.kelompok lain sesuai kondisi Desa.

“w

Pasal 13
* Desa dilarang melakukan pungutan atas jasa lavanan administrasi sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 yang diberikan kepada masyarakat
Desa,
* Jasa layanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. surat pengantar;
2. surat rekomendasi; dan
3. surat keterangan,
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Pasal 14 . .
Desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha se.p.ertl pema}.{nd1anbun'}z_xaxlm1
milik Desa, wisata Desa, pasar Desa, tambata‘n pe.rahu milik E_)eszfl, eraI;n ai
milik Desa, pelelangan ikan milik Desa, dan lam-l.atn y.ang r'nenjad1 aset Desa.
Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari u‘§aha bersama antara
pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.

BAB IV
PENETAPAN KEWENANGAN DESA

Pasal 15 .,

* Pemerintah Desa mengadakan musyawarah Desa untuk memilih kewenangan Desa
dari daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa ini dengan
mempertimbangkan potensi dan karakteristik Desa masing-masing,

* Musyawarah Desa untuk memilih kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh peserta musyawarah
dengan mengetahui Kepala Desa dan BPD,

* Format Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

¢ Hasil daftar kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan
dalam Peraturan Desa, tentang Penetapan Kewenangan Desa.

* Penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman

pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 27 Tahun 2015 tetang Penyusunan
I Peraturan di Desa.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini
dengan penempatannya dalam Berita Desa Kondangjajar.
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AGUNG G.

LEMBARAN DESA KONDANGJAJAR KECAMATAN CIJULANG NOMOR 2 TAHUN
2020

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

